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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa penjelasan analisa yang telah kami paparkan pada  bab-bab 

sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi 

yang kami tulis di sini. 

1. Batas umur pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh nas} al-

Qur’an dan al-Sunnah. Secara umum keduanya hanya mendiskripsikan bahwa 

kedua calon mempelai yang akan menikah harus mencapai umur yang patut 

untuk melangsungkan pernikahan. Tentang batasan berapa umur yang patut 

tersebut, nas} tidak pernah menjelaskan dengan tegas. 

Adanya ketidakjelasan inilah yang juga menyebabkan sikap ulama’ fiqh 

khususnya empat maz|hab yang tidak menjelaskan secara tegas dan masih ada 

perbedaan pendapat tentang batas umur pernikahan. Secara umum ulama’ fiqh 

hanya menjelaskan bahwa calon suami istri haruslah dewasa. 

2. Batas umur pernikahan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi 

laki-laki. Walaupun dalam al-Qur’an dan al-Sunnah tidak ada penjelasan 

secara rinci tentang batasan umur, akan tetapi lokalitas Indonesia menjelaskan 

tentang adanya batasan umur ini. Metode pengambilan hukum berupa batasan 

umur tersebut, yang dalam al-Qur’an dan al-Sunnah tidak ada penejelasannya 
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secara tegas disebut maslahah mursalah. Jadi adanya batasan umur itu 

mengandung maslahah yang harus direalisasikan dan dijadikan sebagai salah 

satu materi hukum Islam. 

Maslahah yang terkandung dalam batasan umur itu mencakup banyak 

hal, diantaranya, ada sebuah ketegasan hukum dalam batasan umur seseorang 

boleh menikah. Adanya ketegasan hukum dimaksudkan agar bisa 

meminimalisir atau menghilangkan problematika yang terjadi seputar 

pernikahan masyarakat muslim di Indonesia. Maslahah yang dikandung juga 

berupa penyelamatan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak perempuan, 

terutama dalam urusan pernikahan. 

B. Saran 

Ada dua saran yang ingin penulis  sampaikan terkait dengan pembahasan 

yang ada dalam skripsi ini. 

1. Dalam memahami hukum Islam secara integral, perlu upaya integritasi antara 

fiqh dan us}ul fiqh dalam bentuk aplikatif. Dalam arti bahwa antara fiqh dan 

us}ul fiqh mempunya korelasi yang sangat kuat dalam membangun pondasi 

dan materi fiqh secara keseluruhan. Secara teoritis, us}u>l fiqh merupakan 

metode penggalian hukum Islam yang nantinya akan melahirkan materi fiqh, 

sedangkan fiqh adalah produk yang dilahirkan dari us}u>l fiqh. Oleh karena 

itu, dalam memahami dan merespon problematika masyarakat yang 



 67 

membutuhkan penyelesaian hukum Islam, perlu adanya integritas antara fiqh 

dan us}u>l fiqh secara seimbang.  

2. Terkait juga dengan pemahaman hukum Islam, diperlukan wawasan yang 

sangat luas terhadap seluk beluk konteks hukum yang dihadapi. Di samping 

perlu memahami historitas sebuah hukum Islam dilahirkan, juga perlu 

pemahaman yang sangat mendalam terhadap konteks tempat ataupun waktu 

dimana hukum Islam berada. Dalam bahasa Fazlurrahman disebut double 

govement (dua pergerakan), yaitu memahami sejarah terbentuknya hukum 

sekaligus mencari sebab-sebabnya, kemudian memahami konteks kekinian 

hukum Islam yang dihadapi. 
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